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ABSTRAK

EVALUASI PENERAPAN PROGRAM CHSE (CLEANLINESS, HEALTH,
SAFETY AND ENVIRONMENT SUSTAINABILITY) DI WISATA BUMI
KEDATON KOTA BANDAR LAMPUNG: KAJIAN DAMPAK DAN
KEBERLANJUTAN PASCA PROGRAM

Oleh
SALMA HANIFAH NURNASTITI

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan program Cleanliness,
Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE) di Wisata Bumi Kedaton
Kota Bandar Lampung serta mengkaji dampak dan keberlanjutannya pasca
program. Program CHSE merupakan kebijakan dari Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif yang diterapkan selama masa pandemi Covid-19 guna menjamin
kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan pada destinasi
wisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model
evaluasi kebijakan menurut William N.Dunn yang mencakup enam indikator:
efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Teknik
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data
dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan CHSE pada awal
program (2020-2021) berjalan cukup efektif dan memperoleh dukungan dari
pemerintah pusat maupun daerah. Namun, setelah program berakhir dan dialihkan
ke skema pembiayaan mandiri melalui SNI CHSE, pengelola Wisata Bumi
Kedaton tidak melanjutkan proses sertifikasi. Ketiadaan pendampingan,
keterbatasan biaya, serta menurunnya urgensi protokol kesehatan menjadi kendala
utama dalam keberlanjutan program. Evaluasi juga menunjukkan bahwa manfaat
program belum menjangkau seluruh pihak secara merata, responsivitas pengelola
menurun, dan ketepatan kebijakan tidak lagi sesuai dengan kebutuhan di masa
pasca pandemi. Oleh karena itu, keberlangsungan standar CHSE memerlukan
integrasi ke dalam pengelolaan destinasi secara permanen, didukung oleh regulasi
lokal dan komitmen dari seluruh pihak terkait.

Kata kunci: CHSE, William N. Dunn, Wisata Bumi Kedaton, Evaluasi
Program, Keberlanjutan.



ABSTRACT

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE CHSE
(CLEANLINESS, HEALTH, SAFETY, AND ENVIRONMENT
SUSTAINABILITY) PROGRAM AT WISATA BUMI KEDATON BANDAR
LAMPUNG CITY: ASTUDY ON POST PROGRAM IMPACT AND
SUSTAINABILITY

By:
SALMA HANIFAH NURNASTITI

This study aims to evaluate the implementation of the Cleanliness, Health, Safety,
and Environment Sustainability (CHSE) program at Wisata Bumi Kedaton in
Bandar Lampung City and to examine its impact and sustainability after the
program ended. The CHSE program is a policy initiated by the Ministry of
Tourism and Creative Economy during the Covid-19 pandemic to ensure
cleanliness, health, safety, and environmental sustainability in tourism
destinations. This research applies a descriptive qualitative approach using
William N. Dunn’s policy evaluation model, which consists of six indicators:
effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness.
Data were collected through interviews, observations, and documentation. Data
analysis was conducted through three stages: data reduction, data display, and
conclusion drawing. The findings indicate that the CHSE program was relatively
effective during the initial phase (2020-2021), supported by both central and
local governments. However, after the program ended and transitioned to a self-
financing scheme through SNI CHSE, the management of Wisata Bumi Kedaton
did not proceed with certification renewal. The lack of technical assistance,
limited funding, and declining urgency of health protocols were the main
obstacles to the program's sustainability. The evaluation also shows that the
program’s benefits were not equitably distributed, managerial responsiveness
declined, and the policy no longer aligned with post-pandemic needs. Therefore,
the sustainability of CHSE standards requires integration into long-term
destination management, supported by local regulations and commitment from all
relevant stakeholders.

Keywords: CHSE, William N. Dunn, Wisata Bumi Kedaton, Program
Evaluation, Sustainability
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l. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi untuk kemajuan
pembangunan ekonomi sosial di Indonesia. Sektor pariwisata tidak hanya berfungsi
untuk meningkatkan pendapatan Negara, tetapi juga sebagai sarana pelestarian
budaya dan promosi nilai-nilai sosial masyarakat. Dengan sumber daya alam dan
budaya yang melimpah, pariwisata Indonesia memiliki potensi besar untuk
dikembangkan secara berkelanjutan. Agar dampak positifnya dapat dirasakan secara
merata, diperlukan pengelolaan pariwisata yang efektif dan bertanggung jawab tanpa
mengabaikan aspek lingkungan dan kearifan lokal. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, kepariwisataan merupakan bagian
integral pembangunan nasional yang dilaksanakan secara sistematis, terencana,
terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan
perlindungan nilai-nilai agama, budaya lokal, kelestarian lingkungan dan kepentingan

nasional.

Berdasarkan Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021 yang diterbitkan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2021), pada tahun 2019 sektor
pariwisata dan ekonomi kreatif menyumbang devisa sebesar Rp280 triliun. Angka
tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp270 triliun dengan
kontribusi terhadap domestik bruto nasional mencapai 4,8% dan penyerapan tenaga
kerja hingga 13 juta orang. Meningkatnya pariwisata di Indonesia tercatat sebagali
tren positif dalam peningkatan Pariwisata di Asia Tenggara. Dalam laporan Global
Economic Impact & Trends 2020 yang dirilis oleh World Travel & Tourism Council

menunjukkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan negara-
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negara di Asia Tenggara di sektor pariwisata mencapai 4,6%. Tercatat rentang tahun
2017-2019, jumlah wisatawan yang tiba di Indonesia meningkat dari 12,9 juta
menjadi 15,5 juta. Peningkatan ini menjadikan Indonesia sebagai negara keempat di
Asean yang paling banyak dikunjungi wisatawan setelah Thailand, Malaysia dan
Vietnam yang tentu saja berdampak positif terhadap pendapatan Negara dari
wisatawan mancanegara. Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTQO) memperkirakan
pendapatan Indonesia dari wisatawan mancanegara mencapai 6,9 miliar dolar AS
pada tahun 2019. Pernyataan ini menunjukkan peran penting sektor pariwisata dan
ekonomi kreatif dalam perekonomian Indonesia, yang menjadi salah satu sektor

andalan yang terus tumbuh.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
(Kemenparekraf, 2020) sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ditargetkan dapat
memberikan kontribusi dan peran strategis dalam transformasi pembangunan
ekonomi nasional selama lima tahun ke depan. Transformasi ini difokuskan pada
peningkatan nilai devisa dari sektor pariwisata dan peningkatan nilai tambah dari
sektor ekonomi kreatif nasional. Untuk mencapai target pembangunan tersebut,
diperlukan berbagai strategi dan inovasi pelaksanaan, khususnya dalam menghadapi
tantangan bencana nonalam berupa pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Covid-19
merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 (kelompok
virus corona) yang dapat menyebar melalui droplet cairan dari saluran pernapasan
saat seseorang batuk, bersin, atau berbicara dan dapat menyebabkan gangguan
pernapasan ringan hingga berat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Pandemi
Covid-19 dianggap sebagai momen perubahan arah kebijakan dan desain model
bisnis sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, dunia pariwisata di
Indonesia dituntut untuk beradaptasi dengan kondisi kenormalan baru (new normal)
dengan memperhatikan aspek kebersihan, keselamatan keamanan, kelestarian

lingkungan serta pelaksanaan protokol kesehatan.
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Tahun 2020 Kemenparekraf melakukan berbagai strategi guna menyelamatkan sektor
pariwisata dan ekonomi kreatif akibat pandemi Covid-19. Dalam Outlook Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif 2021 (Kemenparekraf, 2021) tercatat kunjungan wisatawan
pada bulan Januari 2020 mencapai 1,272 juta dan menjadi kunjungan tertinggi dalam
tiga tahun terakhir untuk kunjungan pada bulan Januari. Namun di bulan Februari
2020 angka kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mengalami
penurunan dan terus berlanjut hingga puncak penurunan terjadi pada bulan April
2020 dengan jumlah wisatawan hanya 160 ribu. Jadi, total jumlah wisatawan
mancanegara yang masuk ke Indonesia sepanjang tahun 2020 hanya sejumlah 4,052
juta orang atau 25% dari jumlah wisatawan di tahun 2019. Kondisi ini tentunya
berdampak negatif pada sektor pariwisata yang mengakibatkan 939 ribu orang
sementara tidak bekerja karena adanya pengurangan jam kerja dan 409 ribu tenaga
kerja kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19.

Bulan Jumilah Wisatawamn
{RibW Kunjungan)

Sep 2019 1388
Okt 2019 1346
Nowv 2019 1281
Des 20019 1.a77
Jan 2020 1272
Feb 2020 s6a
Mar 2020 471
Apr 2020 160
Mei 2020 164
Jun 2020 160
Jul 2020 160
Agt ZOZ0 165
Sep 2020 153
Okt Z0Z0 158
Now 2020 175

Des 2020 164

Gambar 1. Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2019-2020
Sumber: (Buku Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021)

Upaya yang dilakukan oleh Kemenparekraf dalam fase penyelamatan dibagi menjadi
tiga tahap yaitu tanggap darurat, pemulihan dan normalisasi. Pada tahap pemulihan,

yang dilakukan adalah pemulihan wisata domestik yang secara bertahap membuka
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kembali tempat wisata dengan menerapkan protokol CHSE. Untuk menjalankan fase
pemulihan, Kemenparekraf telah menyusun pedoman CHSE, melakukan sosialisasi
dan publikasi yang berkaitan dengan pedoman tersebut serta mendorong uji coba
destinasi yang telah menerapkan pedoman CHSE secara penuh. CHSE (Cleanliness,
Health, Safety, and Environment Sustainability) adalah program Kemenparekraf yang
diterbitkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13
Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan
dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019. Program CHSE bertujuan memastikan penerapan
standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di sektor
pariwisata selama masa pandemi dengan pemberian sertifikasi kepada pelaku usaha
pariwisata, fasilitas pendukung serta destinasi wisata. Melalui pemberian sertifikasi
CHSE, diharapkan wisatawan merasa aman dan nyaman dalam menikmati layanan

pariwisata di masa pandemi Covid-19.

Program CHSE menjadi titik awal lahirnya perspektif baru dalam pembangunan
pariwisata nasional yang berkelanjutan. Fokus pengembangan pariwisata tidak lagi
hanya mengejar peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tetapi mulai diarahkan
pada peningkatan kualitas layanan wisata. Pariwisata berkualitas (quality tourism)
merupakan sebuah konsep dalam pembangunan pariwisata yang menekankan pada
peningkatan kualitas pengalaman wisatawan serta memberikan dampak positif dan
berkelanjutan bagi destinasi dan masyarakat setempat. Pariwisata berkualitas adalah
bentuk pariwisata yang memberikan kepuasan kepada wisatawan sekaligus
meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat lokal secara berkelanjutan,
baik bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Pendekatan ini tidak hanya
berfokus pada peningkatan jumlah kunjungan, tetapi lebih pada kualitas layanan,
kepuasan wisatawan, dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat setempat

dengan menargetkan wisatawan yang tinggal lebih lama, pengeluaran biaya yang
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tinggi, serta menghargai nilai-nilai budaya dan kelestarian alam di destinasi yang
dikunjungi (Randika, 2023).

Sebagai bentuk penguatan program CHSE, pemerintah melalui Badan Standardisasi
Nasional (BSN) telah menetapkan CHSE menjadi standar nasional dengan nama SNI
9042:2021 tentang Sistem Manajemen CHSE pada sektor pariwisata. SNI bertujuan
memberikan jaminan kepada wisatawan bahwa penyelenggaraan layanan pariwisata
telah memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian
lingkungan. Penggunaan standar nasional ini tidak hanya ditujukan untuk pemulihan
sektor pariwisata pasca-pandemi, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing destinasi
wisata Indonesia secara global. Proses sertifikasi SNI CHSE bersifat sukarela serta
dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi
Nasional (KAN), dengan ruang lingkup meliputi usaha pariwisata, fasilitas
pendukung dan destinasi wisata. Meskipun bersifat sukarela, sertifikasi ini menjadi
instrumen penting untuk membangun kepercayaan wisatawan serta meningkatkan

daya saing industri pariwisata Indonesia di tingkat global (Kemenparekraf, 2021).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kemenparekraf bersama lembaga riset
Inventure dan Alvara pada tahun 2021 dalam Buku Tren Pariwisata 2022-2023
(Kemenparekraf, 2022) menunjukkan bahwa 82% responden cenderung memilih
hotel atau akomodasi yang telah tersertifikasi CHSE. Temuan ini menunjukkan
bahwa keberadaan sertifikasi CHSE menjadi pertimbangan penting bagi wisatawan
dalam menentukan pilihan layanan pariwisatanya. Inventure dan Alvara sendiri
merupakan lembaga riset yang berfokus pada opini publik dan perilaku konsumen di
Indonesia. Sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya standar
kebersihan dan keselamatan, data dari situs resmi CHSE Kemenparekraf mencatat
bahwa hingga tahun 2024, terdapat sebanyak 11.893 pelaku usaha pariwisata dan

ekonomi kreatif yang telah memperoleh sertifikasi CHSE.
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Kota Bandar lampung merupakan salah satu daerah di Provinsi Lampung yang
memiliki beragam destinasi wisata, yaitu wisata alam dengan panorama alam yang
indah, wisata budaya dan sejarah seperti museum yang berada di pusat kota, sentra
kerajinan tapis dan penjualan kuliner khas seperti keripik pisang. Selain itu, ada pula
wisata religi, MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions) dan wisata
buatan. Keberagaman destinasi ini menjadikan Kota Bnadar Lampung memiliki
potensi kepariwisataan yang dapat dikembangkan untuk menambah daya tarik wisata
baru dan meningkatkan angka kunjungan wisatawan. Potensi tersebut semakin
didukung dengan adanya kemudahan akses ke kota Bandar Lampung melalui jalan tol
Trans Sumatera yang mempermudah wisatawan dari luar daerah untuk berkunjung.
Selain itu, keberadaan fasilitas penunjang pariwisata seperti hotel, rumah makan,
bandara dan stasiun kereta api turut mendukung perkembangan sektor pariwisata di
kota ini.

Berdasarkan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung (2024), jumlah kunjungan wisatawan
meningkat cukup signifikan sebelum pandemi Covid-19. Pada tahun 2019, tercatat
sebanyak 1.086.711 kunjungan wisatawan yang tersebar di berbagai destinasi wisata
di Kota Bandar Lampung. Angka ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap
sektor pariwisata yang terus bertumbuh. Namun memasuki tahun 2020, jumlah
kunjungan wisatawan menurun menjadi 821.259 kunjungan wisatawan akibat
pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembatasan kegiatan masyarakat dan
penutupan sementara sejumlah destinasi wisata. Dampak pandemi ini menjadi salah
satu penyebab menurunnya pendapatan sektor pariwisata dan terganggunya

keberlangsungan usaha pariwisata di daerah.

) Tahun
Wisatawan

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Domestik 1064.493 | 819.492 | 852673 1.723.355 | 2.010.547 | 2.309.982
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Mancanegara

22.218 1.767

1411 6.740

9.839

14.774

Total

1.086.711 | 821.259

1.730.095

854.084

2.020.386

2.324.756

Tabel 1. Data Kunjungan Wisatawan Kota Bandar Lampung 2019-2024
Sumber: (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pariwisata

Kota Bandar Lampung, 2024)

Memasuki tahun 2021 data kunjungan wisatawan di Kota Bandar Lampung mulai

mengalami peningkatan menjadi 854.084 kunjungan wisatawan. Tren pemulihan ini

berlanjut di tahun 2022 hingga tahun 2024, dengan jumlah kunjungan yang kembali

naik dari 1.730.095 kunjungan sampai 2.324.756 kunjungan wisatawan. Peningkatan

ini menunjukkan bahwa pulihnya kepercayaan publik terhadap sektor pariwisata serta

pentingnya kualitas layanan dan jaminan keamanan dalam destinasi wisata. Untuk

mendukung pemulihan dan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pariwisata telah menetapkan

Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 sesuai arahan RPJMD Kota Bandar Lampung

2021-2026 yang memiliki tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui

peningkatan pariwisata daerah.

Tujuan

Sasaran

Arah Kebijakan

Indikator Kinerja
Utama

Meningkatnya
sektor
pariwisata dan
ekonomi
kreatif dalam
mendukung
perekonomian
daerah.

1. Meningkatnya
penyelenggaraa
n urusan
pariwisata.

2. Meningkatnya
daya saing
pariwisata.

3. Meningkatnya
pelaku ekonomi
kreatif.

1. Mendorong

peningkatan
kunjungan

wisatawan 2.

dengan
meningkatkan
promosi

pariwisata 3.

melalui event

lokal, nasional | 4.

& internasional
maupun

promosi 5.

melalui media

1. Peningkatan jumlah

kunjungan
wisatawan.
Rata-rata lama
tinggal
wisatawandi Kota
Bandar Lampung.
Rata-rata belanja
wisatawan.
pertumbuhan
pelaku ekonomi
kreatif.

Penilaian e-sakip.
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digital.

2. Meningkatkan
SDM pemandu
wisata  yang
sopan, ramabh,
menguasai
bahasa dan
objek-objek
wisata.

3. Meningkatkan
kemitraan
dengan pelaku
usaha
kepariwisataan
untuk
menumbuh
kembangkan
usaha  usaha
kepariwisataan

Tabel 2. Renstra Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung 2021-2026
Sumber: (Rencana Strategis Dinas Pariwisata Tahun 2021-2026)

Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung memiliki tujuan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi melalui peningkatan pariwisata daerah. Untuk mencapai sasaran strategis
yang telah ditetapkan, dinas pariwisata mengeluarkan berbagai kegiatan yang
mengacu pada program strategis yang telah dibuat sesuai dengan arahan RPJMD
2021-2026 yaitu program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, program
pemasaran pariwisata, program pengembangan ekonomi kreatif dan program
pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Pada program
peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan pengembangan sumber daya
pariwisata dan ekonomi kreatif, salah satu kegiatan yang dijalankan adalah penerapan

program CHSE di Kota Bandar Lampung.

Destinasi wisata di Kota Bandar Lampung yang telah mendapatkan sertifikasi CHSE

adalah wisata bumi kedaton. Wisata bumi kedaton merupakan destinasi wisata yang
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terletak di Kelurahan Batu Putu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar
Lampung yang didirikan pada 20 Oktober 2004 dengan luas area 15 hektar. Tempat
wisata ini dibangun karena daerah Batu Putu memiliki pemandangan alam yang indah
dan udara yang sejuk. Selain itu, lokasi ini berada di kawasan perbukitan dengan
tanah yang subur dan memiliki aliran sungai, sehingga menjadi kawasan potensial
untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata kota. Konsep dari pembuatan wisata bumi
kedaton terdiri dari gabungan konsep waterpark, taman keluarga dan taman satwa

mini.

Gambar 2. Wisata Bumi Kedaton
Sumber: Tribunnews.com, 2025

Berdasarkan hasil wawancara pra riset yang dilakukan peneliti dengan pengelola
wisata bumi kedaton diketahui bahwa wisata bumi kedaton yang dibangun sejak
tahun 2004 sempat mengalami penutupan sementara dari tahun 2015-2019 dan mulai
beroperasi kembali di tahun 2020. Namun saat pertama kali dibuka, wisata bumi
kedaton langsung menghadapi tantangan besar karena bertepatan dengan awal
pandemi Covid-19. Dalam hasil wawancara, diketahui bahwa saat buka diawal tahun
bertepatan dengan keluarnya berita mengenai Covid-19 yang membuat wisata bumi
kedaton menutup kembali operasionalnya untuk sementara waktu mengikuti aturan
pemerintah yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Setelah

adanya pelonggaran kebijakan yaitu mulai diizinkan beroperasi kembali tempat
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wisata namun harus menerapkan protokol kesehatan, pada bulan Juni 2020 pengelola
wisata bumi kedaton membuka tempat wisata dengan penerapan protokol CHSE.

Pada saat mulai beroperasi, wisata bumi kedaton mulai memperbaiki dan menata
ulang kawasan wisata nya ditengah adaptasi pandemi Covid-19. Proses perbaikan
dilakukan dengan melibatkan sekitar 20 (dua puluh) pekerja dari masyarakat sekitar
wisata bumi kedaton. Pelibatan tenaga kerja ini tidak hanya bertujuan untuk
mempercepat proses penataan, tetapi juga menjadi upaya pemberdayaan masyarakat
setempat di tengah kondisi ekonomi yang terdampak pandemi. Langkah ini
mencerminkan kesadaran pengelola terhadap pentingnya keberlanjutan sosial dalam
pengelolaan pariwisata, terutama dalam menghadapi situasi krisis. Setelah melakukan
perbaikan berdasarkan hasil wawancara, pengelola wisata bumi kedaton mulai
mencari tahu mengenai program CHSE. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan
sosialisasi, bimbingan teknis dan dilanjutkan pendaftaran sertifikasi dengan
melengkapi persyaratan yang tertulis dalam pedoman CHSE. Tujuan nya adalah
untuk memberikan kesan positif kepada wisatawan dengan memberikan pelayanan
wisata yang aman dan nyaman sehingga bisa menarik wisatawan untuk berkunjung
kembali dan berkontribusi pada peningkatan kunjungan wisatawan. Wisata bumi

kedaton pun berhasil memperoleh sertifikasi CHSE pada periode 2020-2021.

Memasuki awal tahun 2022, program CHSE yang awalnya diluncurkan sebagai
respon cepat terhadap pandemi, diresmikan menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI
9042:2021) tentang usaha pariwisata berkelanjutan dengan kriteria CHSE. Wisata
bumi kedaton merupakan salah satu destinasi wisata yang tidak melanjutkan
pembaharuan sertifikasi CHSE menjadi SNI CHSE yang diawal program hanya
berlaku 1 (satu) tahun. Alasan utama tidak dilanjutkannya adalah keterbatasan dana.
Hal ini menjadi pertimbangan utama bagi pengelola untuk tidak melanjutkan
sertifikasi di tengah kondisi pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi. Selanjutnya

berdasarkan hasil observasi peneliti, ditemukan bahwa penerapan CHSE di wisata
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bumi kedaton khususnya pada aspek kesehatan mulai menurun, seperti penggunaan
masker, menjaga jarak dan meghindari kerumunan sudah tidak lagi secara ketat
diterapkan baik oleh wisatawan. Wisatawan yang datang cenderung mengabaikan
protokol keseahtan yang sebelumnya menjadi salah satu standar CHSE. Temuan
tersebut diperkuat dari hasil wawancara, bahwa pasca program vaksinasi dan adanya
pelonggaran kebijakan PSBB, penerapan pada aspek kesehatan mulai dianggap tidak
lagi mendesak. Mereka berpendapat bahwa risiko penyebaran Covid-19 sudah
menurun dan tidak seberbahaya di masa awal pandemi. Oleh karena itu, pengelola
mengalihkan fokus pada pemulihan jumlah kunjungan wisatawan dan keberlanjutan
operasional ketimbang memperbarui sertifikasi CHSE menjadi SNI. Meskipun begitu
pengelola wisata bumi kedaton terus menerapkan standar lain pada program CHSE
yang masih bisa diterapkan hingga saat ini.

Pandangan tersebut juga diperkuat dengan adanya perubahan regulasi nasional,
seperti dicabutnya status darurat pandemi melalui kebijakan pemerintah pusat yang
dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini turut memengaruhi
persepsi pengelola dan wisatawan terhadap pentingnya keberlanjutan penerapan
standar CHSE. Akibatnya, aspek keberlanjutan program CHSE mengalami tantangan
mengenai kesadaran terhadap pentingnya standar pariwisata berbasis kesehatan dan
keselamatan. Dengan demikian, ketidakberlanjutan program CHSE di wisata bumi
kedaton tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis dan finansial, tetapi juga oleh
perubahan situasi sosial dan regulatif yang berdampak pada perilaku aktor-aktor
wisata. Temuan ini penting untuk dianalisis lebih lanjut guna memperoleh
pemahaman mengenai efektivitas dan dampak dari program CHSE, serta potensi

keberlanjutannya dalam konteks kebijakan pariwisata berkelanjutan.

Permasalahan ini menjadi relevan untuk diteliti karena menunjukkan adanya
ketimpangan antara kebijakan nasional yang bertujuan menciptakan standar
pariwisata berkelanjutan dengan praktik di lapangan yang belum mampu

mempertahankan penerapannya. Kebijakan pemerintah dalam pencapaian hasil
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Kinerja tentunya tidak terlepas dari proses pembenahan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam perspektif evaluasi kebijakan publik, evaluasi
dilakukan untuk menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan, dengan
mengukur kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi di lapangan.
Sehingga, evaluasi membantu menentukan apakah tujuan yang telah dirancang telah
tercapai secara tepat sasaran dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama
pelaksanaan kebijakan.

Maka dari itu, penelitian ini difokuskan untuk mengevaluasi penerapan program
CHSE di Wisata Bumi Kedaton Bandar Lampung dengan menggunakan pendekatan
evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003). Pendekatan ini dinilai relevan
karena mencakup 6 (enam) dimensi evaluasi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan,
perataan, responsivitas, dan ketepatan. Melalui pendekatan evaluasi ini, penelitian
berupaya mengungkap bagaimana implementasi CHSE, apa saja faktor penghambat
keberlanjutan sertifikasi, serta bagaimana dampak dan keberlanjutan program CHSE
pasca berakhirnya dukungan pemerintah secara tidak langsung. Berdasarkan uraian
latar belakang, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul
“Evaluasi Penerapan Program CHSE di Wisata Bumi Kedaton Bandar Lampung:

Kajian Dampak dan Keberlanjutan Pasca Program.”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang, maka perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan program CHSE di Wisata Bumi Kedaton Kota Bandar
Lampung sejak awal pelaksanaannya hingga pasca program?

2. Apa sajakah faktor yang menyebabkan Wisata Bumi Kedaton Kota Bandar
Lampung tidak melanjutkan proses sertifikasi CHSE?

3. Bagaimana evaluasi penerapan program CHSE di Wisata Bumi Kedaton

berdasarkan pendekatan evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn?
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1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan penerapan program CHSE di Wisata Bumi Kedaton Kota
Bandar Lampung sejak awal hingga pasca program.

2. Untuk mengidentifikasi faktor penyebab tidak dilanjutkannya sertifikasi CHSE di
Wisata Bumi Kedaton Kota Bandar Lampung.

3. Untuk mengevaluasi penerapan program CHSE di Wisata Bumi Kedaton Kota
Bandar Lampung berdasarkan 6 (enam) indikator evaluasi kebijakan menurut
William N. Dunn vyaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas,

dan ketepatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan wawasan dan pengetahuan

mengenai evaluasi penerapan program CHSE di Wisata Bumi Kedaton Kota

Bandar Lampung: Kajian Dampak dan Keberlanjutan Pasca Program dan dapat

digunakan oleh mahasiswa sebagai acuan penelitian berikutnya.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi penulis, sebagai pendalaman ilmu dan menambah serta memperluas
wawasan peneliti selama duduk di bangku perkuliahan.

b. Bagi instansi terkait, dapat menjadi informasi terkait evaluasi penerapan
program CHSE di Wisata Bumi Kedaton Kota Bandar Lampung: Kajian
Dampak dan Keberlanjutan Pasca Program.

c. Bagi akademisi, dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan acuan bagi
peneliti yang akan mengadakan penelitian secara lebih mendalam terhadap

permasalahan yang sama pada periode yang akan datang.
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Dalam penyelesaian penelitian ini, penulis berpacu pada bebrapa penelitian terdahulu

sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu

sebagai berikut:

No. | Nama Judul Hasil Persamaan dan
Peneliti Penelitian Penelitian Perbedaan
1. | (Wulandari | Evaluasi Hasil penelitian | Persamaan:

& Septian, | Program menunjukkan 1. Meneliti mengenai
2025) Sertifikasi program penerapan program
CHSE Desa | CHSE terbukti CHSE.

Wisata  Dalam | memiliki 2. Mengevaluasi
Pembangunan potensi yang proses  penerapan
Pariwisata signifikan dalam CHSE.
Berkelanjutan memulihkan

sektor Perbedaan:

pariwisata pasca |1. Objek dan lokasi

pandemi Covid- penelitian yang

19. Namun berbeda.

masih terdapat |2. Pendekatan evaluasi

kendala dalam yang berbeda.

penerapannya 3. Fokus  penelitian

yaitu masih pada saat program

sedikit destinasi berjalan.

wisata di |4. Waktu penelitian

Kabupaten yang berbeda.

Sleman  yang

tersertifikasi

CHSE.

Alasannya

adalah

rendahnya

tingkat

pemahaman

pengelola

wisata dan

tantangan
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biaya sertifikasi
CHSE.

(Jaya
Nugraha,
2023)

&

Penerapan
CHSE
(Cleanliness,
Health, Safety,
Environment
Sustainability)
untuk

Pencegahan
Covid-19 di
Front Office

Hotel Puri Saron
Lovina
Singaraja

Hasil penelitian
menunjukkan
penerapan
CHSE yang
dilakukan sudah
seuai  dengan
pedoman
CHSE. Namun
dalam
penerapannya
masih  terdapat
hambatan
seperti
standar
kesehatan masih
adanya
karyawan/staff
bagian front
office yang
terkadang
membuka
masker saat
bekerja karena
merasa  sesak
jika
menggunakan
masker  secara
terus menerus.
Kemudian pada
standar
keselamatan

pada

masih  adanya
fasilitas  yang
kurang lengkap
seperti

ketersediaan
obat-obatan
kotak P3K yang
belum lengkap
dan CCTV di

Persamaan:

1. Meneliti mengenai
penerapan program
CHSE.

2. Melihat dampak
penerapan program
CHSE.

3. Menggunakan

analisis  deksriptif
kualitatif.

Perbedaan:

1. Fokus penelitian
terbatas dengan
melihat penerapan
CHSE dari sisi front
office saja.

2. Waktu  penelitian
yang berbeda.

3. Fokus  penelitian
pada saat program
berjalan.

4. Objek dan lokasi
penelitian yang
berbeda.
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beberapa area
hotel yang mati.

3. | (Arlinda &
Sulistyowati,
2021)

Pengaruh
Penerapan
Program
Adaptasi CHSE
(Cleanliness,
Health, Safety,
Environment)
Terhadap
Kepuasan
Pengunjung
Destinasi Wisata
Kabupaten
Kediri di Era
New Normal
Serta
Dampaknya
Pada
Pengembangan
Ekonomi
Pariwisata &
Industri Kreatif

Hasil penelitian
menunjukkan
penerapan
program CHSE
di destinasi
wisata
Kabupaten
Kediri
berpengaruh
signifikan
terhadap
kepuasan
pengunjung dan
berpengaruh
terhadap
pengembangan
pariwisata dan
ekonomi kreatif.
Pernyataan ini
dari hasil
penyebaran
kuesioner ke
105 responden
yang
menyatakan
merasa
terhadap
penyediaan
fasilitas
destinasi wisata
Kabupaten
Kediri.

puas

Persamaan:

1. Meneliti mengenai

penerapan program

CHSE.

2. Melihat dampak

penerapan program

CHSE.

Perbedaan:

1. Metode penelitian
yang digunakan
adalah kuantitatif.

2. Objek dan lokasi
penelitian yang
berbeda.

3. Fokus  penelitian
pada saat program
berjalan.

4, Waktu  penelitian

yang berbeda.

Tabel 3. Penelitian Terdahulu
Sumber: Data diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 3 penelitian terdahulu, diketahui bahwa setiap penelitian memiliki

fokus dan pendekatan yang berbeda mengenai penerapan program CHSE di sektor

pariwisata. Penelitian oleh (Wulandari & Septian, 2025) berfokus pada evaluasi
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pelaksanaan program CHSE di desa wisata, namun belum meneliti mengenai
keberlanjutan pasca program dan tidak menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan.
Penelitian oleh (Jaya & Nugraha, 2023) menitikberatkan pada penerapan CHSE
secara teknis di industri perhotelan dan tidak membahas mengenai keberlanjutan
program. Selanjutnya, penelitian oleh (Arlinda & Sulistyowati, 2021) menggunakan
pendekatan kuantitatif untuk melihat pengaruh program CHSE terhadap kepuasan
pengunjung, namun tidak membahas implementasi dan keberlanjutan program dari

sudut pandang evaluatif.

Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa peneliti memperoleh pemahaman
mengenai penerapan program CHSE dan kendala di lapangan mulai dari desa wisata,
industri perhotelan dan pengaruh terhadap kepuasan pengunjung. Namun masih
terdapat perbedaan dari pemelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian
sebelumnya vyaitu turut mengangkat fenomena mengenai tantangan keberlanjutan
program ini. Dengan pendekatan evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn,
penelitian ini bertujuan meninjau aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan,
responsivitas dan ketepatan dari penerapan program CHSE serta keberlanjutan pasca

program.

2.2. Kebijakan Publik

Dalam ilmu administrasi publik, konsep kebijakan publik mulai berkembang sekitar
tahun 1970-an (Anggara, 2014). Secara umum kebijakan bertujuan untuk memilih
dan menunjukkan pilihan terpenting dalam mempererat kehidupan, baik dalam
kehidupan organisasi kepemerintahan maupun privat. Kebijakan publik diartikan
sebagai salah satu tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka menjalankan tugas-
tugas pemerintahannya dalam bentuk pengaturan maupun keputusan. Pada
praktiknya, kebijakan publik adalah hasil dari proses politik yang dijalankan dalam

sistem pemerintahan negara, didalamnya terdapat langkah-langkah yang harus
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dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara dan tidak terlepas dari
peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi. Fokus utama kebijakan
publik adalah pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan segala sesuatu yang
dilakukan oleh negara untuk meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.

Secara empiris, permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan publik cukup
kompleks. Masalah publik merupakan sebuah masalah yang memiliki dampak luas
dan mencakup konsekuensi bagi orang-orang yang tidak secara langsung terlibat.
Fenomena kebijakan publik tidak hanya terdapat pada proses formulasi yang
dilakukan ataupun isi dari kebijakan publik yang dituangkan kemudian
diimplementasikan. Tetapi menyangkut pada dampak yang ditimbulkan dalam sebuah
kebijakan publik. Untuk itu, dalam proses perumusan kebijakan publik tidak hanya
memberikan suatu tata aturan atau norma-norma yang harus ditaati, tetapi perlu
diimbangi dengan kemampuan dalam mengantisipasi dampak dan implikasinya,

termasuk kapabilitas responsif dari suatu kebijakan publik.

Studi kebijakan publik berusaha untuk meninjau berbagai teori dan proses yang
terjadi dalam kebijakan publik. Salah satu tujuan studi kebijakan publik untuk
menganalisis tahapan demi tahapan proses pembentukan kebijakan publik sehingga
terwujud suatu kebijakan publik tertentu. Tahapan demi tahapan tersebut terangkum
sebagai proses siklus pembuatan kebijakan publik. Kebijakan publik secara garis
besar mencakup tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan
evaluasi kebijakan. Tahapan dalam proses pembentukan kebijakan publik
mengandung berbagai langkah dan metode yang lebih terperinci lagi. Tahapan yang
terdapat dalam pembuatan suatu kebijakan publik memiliki berbagai manfaat serta
konsekuensi dari adanya proses tersebut, khususnya bagi para aktor pembuat
kebijakan publik (Anggara, 2014).
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2.3 Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik menjelaskan bahwa sebuah kebijakan publik tidak bisa
dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan
dikenal sebagai evaluasi kebijakan. Makna evaluasi ditujukan untuk menilai sejauh
mana keefektifan kebijakan publik dan tujuan yang telah dicapai. Evaluasi diperlukan
untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Menurut William N. Dunn
(2003) secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal),
pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment). Secara spesifik, evaluasi

berkenaan dengan produksi informasi mengenai manfaat atau nilai hasil kebijakan.

Tujuan pokok evaluasi bukanlah untuk mencari kesalahan, melainkan untuk melihat
seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan pada suatu kebijakan
publik (Tresiana & Duadji, 2019). Evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai
sesuatu yang bersifat positif dengan mencari kekurangan dan menutup kekurangan
dari penerapan suatu kebijakan. Gambaran utama dari evaluasi adalah menghasilkan
tuntutan-tuntutan yanng bersifat evaluatif yang mempunyai sejumlah karakteristik

untuk membedakan dari metode analisis kebijakan lainnya:

1. Fokus nilai. Evaluasi dipusatkan pada penilaian yang menyangkut manfaat atau
nilai dari suatu kebijakan dan program serta melihat sejauh mana tujuan dan
sasaran kebijakan telah dicapai.

2. Interdepensi fakta-nilai. Evaluasi melibatkan fakta (informasi yang valid dan dapat
dipercaya mengenai Kkinerja kebijakan) untuk membuat penilaian berdasarkan
Kriteria nilai tertentu.

3. Orientasi masa kini dan masa lampau. Evaluasi diarahkan untuk menilai Kinerja
kebijakan yang telah atau sedang berjalan (pada hasil sekarang dan masa lalu,
bukan hasil dimasa depan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk perbaikan

kebijakan dimasa depan.
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4. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari evaluasi memiliki kualitas ganda karena
mereka dipandang sebagai tujuan dan cara, yang berarti nilai-nilai yang ingin
dicapai melalui kebijakan merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur

keberhasilan kebijakan itu sendiri.

Selain karakterisktik, evaluasi juga memiliki sejumlah fungsi dalam analisis
kebijakan (Tresiana & Duadji, 2019):

1. Eksplanasi. Evaluasi digunakan untuk mengetahui realiitas pelaksanaan program
dan kebijakan secara mendalam dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang
mendukung kebrhasilan atau kegagalan suatu kebijakan (menjelaskan hubungan
sebab-akibat selama implementasi berlangsung).

2. Kepatuhan. Evaluasi digunakan untuk mengetahui apakah implementasi
kebijakan yang dilakukan oleh para pelaku kebijakan telah sesuai dengan
prosedur, aturan atau standar yang telah ditetapkan.

3. Audit. Evaluasi digunakan untuk mengetahui hasil (output) dari kebijakan tidak
menyimpang dari jalurnya, melainkan benar-benar mencapai pihak yang menjadi
target kebijakan.

4. Akunting. Evaluasi digunakan untuk mengetahui sistem informasi keuangan
dalam memahami dampak kebijakan, mengukur kinerja dan dan memastikan

transparansi serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan publik.

Untuk memastikan fungsi evaluasi dapat terealisasi, dibutuhkan tolak ukur atau
Kriteria penilaian keberhasilan/kegagalan suatu kebijakan. Salah satu model evaluasi
kebijakan yang digunakan dalam studi administrasi publik adalah model evaluasi
menurut William N. Dunn (2003) dengan memberikan kriteria evaluasi kebijakan
menggunakan beberapa indikator:
1. Efekivitas, digunakan untuk mengukur sejauhmana suatu kebijakan mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menilai tingkat keberhasilan

program dalam menghasilkan dampak yamg diinginkan.
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2. Efisiensi, digunakan untuk melihat perbandingan antara hasil yang dicapai dengan
sumber daya yang digunakan. Dapat dikatakan efisien apabila mampu mencapai
hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal.

3. Kecukupan, digunakan untuk melihat sejauh mana sebuah kebijakan mampu
menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh dengan pemberian solusi yang
digunakan.

4. Perataan, digunakan untuk mengetahui hasil dari suatu kebijakan dapat
didistribusikan dan dirasakan tujuannya secara adil dan merata kepada seluruh
kelompok sasaran kebijakan.

5. Responsivitas, digunakan untuk mengukur sejauh mana sebuah kebijakan mampu
menjawab kebutuhan, aspirasi, dan tuntutan masyarakat yang berarti selaras
dengan harapan publik dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial
yang berkembang.

6. Ketepatan, digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara kebijakan yang diambil
dengan permasalahan yang dihadapi. Kebijakan yang tepat adalah kebijakan yang
dirancang dan dilaksanakan dengan dasar pertimbangan yang logis, relevan, dan

sesuai dengan kondisi lapangan.

Setelah mengetahui indikator penilaian kebijakan, hal yang perlu diperhatikan adalah
waktu pelaksanaan evaluasi. Menurut William N.Dunn (2003) evaluasi dibagi

menjadi 3 (tiga) berdasarkan waktu pelaksanaannya, sebagai berikut:

1. Evaluasi ex-ante, yaitu evaluasi yang dilakukan sebelum kebijakan dilaksanakan
dengan tujuan memperkirakan dampak, biaya, manfaat dan kelayakan suatu
kebijakan.

2. Evaluasi On-Going, yaitu evaluasi yang dilakukan saat kebijakan sedang berjalan
dengan tujuan mengidentifikasi hambatan yang muncul pada saat kebijakan
sedang berjalan dan melakukan proses perbaikan di tengah jalan pelaksanaan suatu

kebijakan.
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3. Evaluasi ex-post, yaitu evaluasi yang dilakukan setelah kebijakan selesai
dilaksanakan dengan menilai tujuan yang dilakukan apakah telah tercapai dan
bagaimana dampak terhadap masyarakat.

Dalam tahapan kebijakan publik, evaluasi menempati posisi setelah implementasi.
Hasil evaluasi bisa menjadi dasar untuk melanjutkan, menghentikan atau
memodifikasi suatu kebijakan  publik. Perubahan dan penghentian kebijakan
merupakan tahap selanjutnya setelah evaluasi kebijakan. Setelah masalah kebijakan
timbul dan kegagalan program diidentifikasikan, maka tahap selanjutnya adalah
perubahan/penghentian kebijakan. Konsep perubahan merujuk pada penggantian
kebijakan dengan pengambilan kebijakan baru dan merevisi kebijakan yang sudah
ada (Tresiana & Duadji, 2019). Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut,
evaluasi kebijakan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan akurat
mengenai pelaksanaan dan dampak suatu program atau kebijakan. Evaluasi yang
dilakukan secara sistematis dan obyektif akan memberikan kontribusi besar bagi

perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

2.4 CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability)

CHSE adalah program Kemenparekraf yang diterbitkan dalam Peraturan Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar dan
Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan Sektor
Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Covid 2019 yang bertujuan untuk
memastikan penerapan standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian
lingkungan di sektor pariwisata selama masa pandemi Covid-19 di era kernomalan
baru. Aturan program CHSE tentunya mengacu pada keputusan Menteri Kesehatan
Republik  Indonesia Nomor HK.01/07/MENKES/382/2020 tentang protokol
kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan

dan pengendalian Covid-19 (Kemenparekraf, 2022).
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Kolaborasi Stakeholders
Industri, Pelaku, Sosialisasi, Edukasi,
Pemerintah, Akademisi Simulasi, Uji Coba

LINGKUP KEBERSIHAN, KESEHATAN, KESELAMATAN,
DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN

KELESTARIAN
LINGKUNGAN
pan

Gambar 3. Ruang Lingkup CHSE
Sumber: chse.kemenparekraf.go.id

Protokol CHSE difokuskan bagi destinasi, pelaku industri, wisatawan dan masyarakat

dengan tahapan penerapan sebagai berikut:

1. Sosialisasi standar dan pedoman CHSE.
2. Verifikasi CHSE di destinasi/lokasi wisata dan sektor ekonomi kreatif.

3. Pemberian sertifikasi CHSE secara gratis.

Target awal penerapan protokol CHSE sektor pariwisata adalah hotel, rumah
makan/restoran, daya tarik wisata, homestay/pondok wisata, usaha perjalanan wisata,

SPA, wisata minat khusus, MICE, penyelenggaraan kegiatan (event).

Kemudian untuk target awal sektor ekonomi kreatif adalah bioskop, seni pertunjukan,

musik, seni rupa, fashion, kuliner, kriya, fotografi dan wahana permainan.
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MATERI PANDUAN

TENTANG PANDUAN
PANDUAN UMUM
A.M

1) Kel

2) Kesehatan

3) Keselamatan

4) Kelesta
B. Karyawan, ngunjung, dan pihak lain
PANDUAN KHUSUS

Gambar 4. Panduan Penerapan CHSE
Sumber: chse.kemenparekraf.go.id

Panduan penerapan CHSE:

1. Kebersihan, yaitu melakukan pembersihan diri, sarana dan prasarana.

2. Kesehatan, yaitu menghindari kontak fisik, pengelolaan makanan dan penyediaan
sarana kesehatan.

3. Keselamatan, yaitu memiliki prosedur penyelamatan diri dan sarana memadai
untuk menghadapi bencana.

4. Kelestarian lingkungan, yaitu memanfaatkan konsep ramah lingkungan termasuk

pengelolaan limbah dan evaluasi nya.

Keempat panduan penerapan CHSE dijabarkan menjadi 2 (dua) Kkriteria penilaian yaitu
panduan umum dan panduan khusus yang tertulis dalam panduan pelaksanaan
kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan yang harus dipenuhi
oleh masing-masing pengelola usaha. Dalam proses pelaksanaannya, Kemenparakraf
bekerjasama dengan lembaga sertifikasi untuk melakukan audit dan penerbitan
sertifikat CHSE yang berlabel I Do Care dengan pelaku usaha pariwisata melalui
beberapa tahapan. Adapun tahapan dalam mengajukan sertifikasi CHSE sebagai
berikut:

1. Pelaku usaha mengisi formulir identitas mengenai data diri dan data usaha di

website chse.kemenparekraf.go.id dan diverifikasi melalui email.



O\ chse.kemenparekraf.go.id

DAFTARKAN SEGERA USAHA ANDA

Laksanakan Protokol CHSE dan Dapatkan Sertifikasi Gratis diblayal Pemerintah

‘ Daftar Sekarang, ‘

Tautan Terkait

Selamat Datang

Data Diri Anda dan Perusahaan

PENDAFTARAN

41
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Alamat Usaha Anda

PENDAFTARAN [ ——

Gambar 5. Data diri dan Data Usaha
Sumber: chse.kemenparekraf.go.id

2.

Setelah pendaftaran selesai, login kembali ke website chse.kemenparekraf.go.id
menggunakan email dan password yang telah dibuat, lalu mengisi angket
deklarasi mandiri sesuai dengan jenis usaha dengan mengupload dokumen surat
pernyataan yang tertera dalam website dan mengunggah kembali dokumen yang
telah dibuat.

noeneLid

SELAMAT DATANG

Masukkan data akun Anda
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wendertul Kemertenan Partwisata dan Ekenom Kreatt |
mdonesia Badan Partwisata G Eromi Kreatt Dashboard  Pedoman  Bantuan
Repubii indoresia
PEMILK USANA
Pemilik Usaha

SELAMAT DATANG, v

Ikuti intruksi dibawah ini dan jadikan tempat usaha Anda Berstandar CHSE (Cleantiness (Kebersinan). Health (Kesehatan), Safety (Keamanan) dan Environment

Sustainability (Ramah lingkungan). Baca Bantuan Pedoman atau Hubungi Kami bila ada yang ingin Anda tanyakan.

Silahkan lakukan pengisian angket deklarasi mandiri secara online dengan mengacu pada Tombol Pengisian Angket di bawah sesuai dengan penerapan

CHSE di usaha Anda. Setiap jawaban atas pertanyaan angket akan kami simpan secara real-time dan Anda dapat melanjutkan jawaban kapan saja

LANJUTHAN PENGISIAN ANGKET

....... i Kemerterian Pariwsata dan Ekonoeni Kreati /
mdonest Badan Pariweasta dan Ekanomi Krestt Dashboard  Pedoman  Bantuan Q

Regulilh indonesia

SILAHKAN MENGISI ANGKET DEKLARASI MANDIRI

SESUAI DENGAN JENIS USAHA ANDA

SELAMAT DATANG, =

tkuti intruksi dibawah ini dan jadikan tempat usaha Anda Berstandar CHSE (Cleanliness (Kebersinan). Health (Kesehatan). Safety (Keamanan). dan Environment
Sustainability (Ramah lingkungan). Baca Bantuan Pedoman atau Hubungi Kami bila ada yang ingin Anda tanyakan.

Gambar 6. Arahan Pengisian Angket Deklarasi Mandiri
Sumber: chse.kemenparekraf.go.id

3. Dokumen yang telah diunggah akan diverifikasi oleh lembaga sertifikasi tim
auditor. Jika ada kekurangan dokumen, pelaku usaha akan diminta melakukan

perbaikan atau melengkapi persyaratan administratif.
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SURAT PERNYATAAN DEKLARASI

MANDIRI mq"

Mohon unggah surat pernyataan yang DEKLARASI MANDIRI
elah Anda tanda tangani ke dalam Sisten USAHA PARIWISATA/USAHA LAIN
1. Download terlebih dahulu surat pernyataan deklarasi
mandiri usaha anda melalui halaman dashboard anda, —r romerepo
button ‘DOWNLOAD SURAT PERNYATAAN® pada ] e g
halaman ini atau melalui tautan ini Download Surat
Pernyataan

Dengan ini menyatakan bahwa:
2.Print file yang telah Anda download, kemudian

masukkan tanda tangan Anda kolom vyang telah 1. telah melakukan penilaian mandini terhadap pemenuhan kriteria dan indikator
disediakan. ak v , Keschatan, K dan Kelestarian Lingkungan Sektor
Panwisata dengan bukti pendukung yang benar sesuai dengan kondisi yang ada;

= (Fzﬁaa::g::':h:.ﬂ p:“x;h;:;;g::hb:z: 2, telah memenuhi 100% kniteria dan indikator pelaksanaan Kebersthan, Kesehatan,
UPLOAD DOKUMEN'.F Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata;

3. bersedia untuk mengikuti proses sertifikasi Indonesia Care;

4. bersedia untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas kebersihan,
kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.

Upload Dokumen

nama kota/ kabupaten), tanggal, bulan, tahur)

s

Gambar 7. Angket Deklarasi Mandiri
Sumber: chse.kemenparekraf.go.id

4. Selanjutnya tim auditor akan datang ke tempat usaha paling lambat 3 (tiga) hari

untuk melakukan verifikasi dan pelaku usaha diminta mempersiapkan dokumen

fisik deklarasi mandiri yang telah diunggah.

Gambar 8. Verifikasi Dokumen Angket Deklarasi Mandiri
Sumber: chse.kemenparekraf.go.id

5. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikat yaitu memiliki
TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata), dan/atau Nomor Induk Berusaha bagi

usaha skala mikro dan kecil, serta perizinan lain sesuai perundang-undangan.
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6. Pelaku usaha yang dinyatakan memenuhi persyaratan akan menjalani proses
verifikasi secara daring dan kunjungan langsung oleh tim auditor, kemudian
lembaga sertifikasi akan memberi sertifikat. Tempat wisata yang telah terverifikasi
diharuskan memenuhi standar status kebersihan, kesehatan, keamanan, dan
kelestarian lingkungan.

2.5 SNI CHSE (Cleanliness, health, Safety and Environment Sustainability)

SNI 9042:2021 Tentang Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian
Lingkungan merupakan standar baru yang dikeluarkan oleh Kemenparekraf bersama
BSN menjadi acuan bagi tempat pengelolaan penyelenggaraan dan mendukung
kegiatan pariwisata dalam memenuhi persyaratan kebersihan, kesehatan, keselamatan
dan kelestarian lingkungan. SNI CHSE diluncurkan untuk menjamin konsistensi
penerapan sertifikasi CHSE yang sejak tahun 2020 menjadi program Kemenparekraf
sebagai langkah untuk mengembalikan kepercayaan wisatawan dalam berwisata

dengan sehat, aman dan nyaman.

Sertifikasi SNI CHSE bersifat sukarela, namun menjadi piranti penting yang
diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dan memberikan jaminan kepada
wisatawan terhadap penerapan CHSE (Kemenparekraf, 2022). Program SNI CHSE
menetapkan persyaratan bagi tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan

pariwisata sebagai berikut:

1. Daya tarik wisata.

2. Fasilitas pariwisata yaitu rumah makan, hotel, pondok wisata, tempat pertemuan,
perjalanan insentif, konferensi dan pameran, lapangan golf, spa, taman rekreasi
dan arena permainan.

3. Kawasan pariwisata.

4. Destinasi pariwisata.

Sementara untuk tempat pendukung kegiatan pariwisata terdiri dari:
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1. Pusat informasi pariwisata.

2. Tempat penjualan cinderamata dan oleh-oleh.

Penilaian kesesuaian SNI CHSE dilakukan melalui kegiatan sertifikasi yang
berpedoman pada SNI ISO/IEC 17065 tentang penilaian kesesuaian persyaratan untuk
lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa dengan ruang lingkup SNI 9042 tahun
2021. Kegiatan ini dilakukan melalui proses audit dan inspeksi oleh Lembaga
Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP) dan diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional
(KAN). Informasi mengenai LSUP yang terakreditasi dapat diakses di website
chse.kemenparekraf.go.id. Kegiatan sertifikasi pada SNI CHSE dilakukan melalui
proses audit dan inspeksi yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian terhadap
persyaratan yang telah ditetapkan. Setiap pengelola tempat penyelenggaraan dan
pendukung kegiatan pariwisata harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas 4
(empat) dimensi yaitu:

1. Dimensi kebersihan, merupakan keadaan bebas dari kotoran dan genangan air
kotor seperti debu, sampah dan bau, termasuk bebas dari virus, bakteri pathogen
dan bahan kimia berbahaya.

2. Dimensi kesehatan, merupakan keadaan sehat baik secara fisik, mental dan sosial
yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan
ekonomis.

3. Dimensi keselamatan, merupakan keadaan bebas dari ancaman bencana,
kecelakaan, dan bahaya lainnya.

4. Dimensi kelestarian lingkungan, merupakan keadaan untuk mempertahankan
kondisi lingkungan agar terhindar dari kerusakan dan penurunan kualitas melalui
pemanfaatan secara bijaksana serta menjamin kesinambungan persediaan sumber

daya alam dan lingkungan dimasa yang akan datang.

Keempat dimensi yang telah dijelaskan dijabarkan menjadi 3 (tiga) kriteria penilaian

yaitu manajemen atau tata kelola, kesiapan sumber daya manusia, dan partisipasi
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tamu yang didalamnya masing-masing dijabarkan kembali kedalam indikator yang
harus dipenuhi oleh masing-masing pengelola usaha. Usaha yang dinyatakan lulus
dan berhak mendapatkan sertifikat SNI CHSE adalah usaha yang pada setiap dimensi
kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan telah memenuhi 3
(tiga) kriteria penilaian. Sementara untuk kawasan pariwisata dan destinasi
pariwisata memiliki pendekatan yang berbeda. Pada Kawasan pariwisata dan

destinasi pariwisata, penilaian kesesuaian berlaku secara kumulatif yaitu:

1. Pada kawasan pariwisata yaitu daya tarik wisata, restoran atau rumah makan,
hotel, tempat penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif,
konferensi, dan pameran yang ada dikawasan pariwisata telah memenuhi paling
sedikit 85% dari persyaratan kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian
lingkungan.

2. Pada destinasi pariwisata penilaian kesesuaian dibagi menjadi tiga tingkatan
yaitu tingkat desa wisata, kabupaten/kota, provinsi.

3. Destinasi pariwisata pada tingkat desa wisata paling sedikit harus memenuhi
60% dari jumlah daya tarik wisata, restoran, rumah makan, hotel, pondok wisata,
tempat penjualan cinderamata, dan oleh-oleh. Serta paling sedikit telah
memenuhi 85% jumlah tempat pusat informasi pariwisata sudah memenubhi
persyaratan kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan.

4. Destinasi pariwisata pada tingkat kabupaten/kota paling sedikit telah memenuhi
50% dari jumlah daya tarik wisata, restoran atau rumah makan, hotel, pondok
wisata dan paling sedikit telah memenuhi 75% dari jumlah tempat pusat
informasi pariwisata serta 60% dari jumlah tempat penjualan cinderamata dan
oleh-oleh yang ada di destinasi pariwisata sudah memenuhi persyaratan
kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan.

5. Destinasi pariwisata pada tingkat provinsi paling sedikit telah memenuhi 60%

dari jumlah kabaupaten/kota di wilayah provinsi tersebut sudah memenuhi
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persyaratan kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan
destinasi pariwisata tingkat kabupaten/kota.

2.6 Kerangka Pemikiran

Pariwisata merupakan sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan
ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya lokal kepada
masyarakat luas. Di Indonesia, sektor pariwisata memiliki peran penting dalam
pembangunan nasional dan daerah. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menyebutkan bahwa
pembangunan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,
memperluas kesempatan kerja dan usaha, melestarikan budaya dan lingkungan serta

mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

Sejak munculnya pandemi Covid-19, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor
yang paling terdampak. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan merupakan salah
satu dampak yang dihasilkan dari adanya pandemi. Kondisi ini mendorong
pemerintah pusat, melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan
program CHSE sebagai bentuk kebijakan pemulihan pariwisata. Program ini
dimaksudkan untuk menjamin bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan

agar wisatawan kembali merasa aman dan nyaman dalam berwisata.

CHSE mulai diberlakukan secara nasional pada bulan September 2020 dalam bentuk
sertifikasi gratis yang diberikan kepada pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.
Seiring waktu, program ini bertransformasi menjadi sertifikasi SNI CHSE yang
dikelola oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan pelaksanaannya tidak lagi
disubsidi. Hal ini menyebabkan sebagian pelaku usaha pariwisata dan ekonomi
kreatif tidak melanjutkan sertifikasi karena alasan biaya, teknis maupun keterbatasan

sumber daya. Salah satu destinasi wisata yang terdampak oleh perubahan ini adalah
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wisata bumi kedaton. Wisata bumi kedaton sempat menjadi penerima sertifikasi
CHSE pada masa awal program. Namun, setelah program bergeser menjadi SNI
CHSE secara mandiri, destinasi ini memilih untuk tidak melanjutkannya. Situasi ini
menjadi relevan untuk dievaluasi, mengingat keberlanjutan penerapan standar CHSE
sangat penting untuk menjaga mutu dan daya saing pariwisata di era pasca pandemi.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan program CHSE di wisata bumi kedaton
berhasil dan dapat berkelanjutan, maka dilakukan evaluasi kebijakan menggunakan
pendekatan dari William N. Dunn. Evaluasi ini mencakup 6 (enam) Kriteria yaitu
efektivitas, efisiensi, ekcukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Evaluasi
kebijakan menjadi penting dilakukan sebagai dasar untuk memahami pada capaian
program, kendala serta peluang keberlanjutan dari implementasinya. Selain itu, hasil
evaluasi juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengelola destinasi,
dinas pariwisata, maupun pemerintah daerah agar penerapan standar pelayanan wisata
ke depan tetap berjalan sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kota Bandar Lampung (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Pariwisata Kota Bandar Lampung 2021-2026 yaitu meningkatkan pertumbuhan
ekonomi melalui peningkatan pariwisata daerah. Dengan demikian, kerangka
pemikiran ini memberikan landasan untuk menganalisis pelaksanaan program CHSE,
dampaknya terhadap pengelolaan destinasi serta arah keberlanjutan program di masa
depan dalam mendukung penguatan sektor pariwisata lokal yang adaptif, aman, dan

berdaya saing.
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1. Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

2. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang
Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian
Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Covid 2019.

3. Peraturan Daerah Kota Bandarlampung nomor 03 Tahun 2017 Tentang Kepariwisataan.

Program CHSE Di Wisata Bumi Kedaton

1. Penerapan Program CHSE 2020-2021
2. Penerapan Pasca Program 2022-sekarang

Kendala/Hambatan Tidak Dilanjutkannya
Sertifikasi CHSE menjadi SNI CHSE

Evaluasi Penerapan CHSE (Teori William N.
Dunn: 6 (enam) kriteria

Dampak dan Keberlanjutan Pasca Program

Gambar 9. Kerangka Penelitian

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025
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1.  METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah tipe penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode
penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk
meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument
kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik
pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat
induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna
(transferability) daripada generalisasi (Sugiyono, 2013). Sedangkan penelitian
deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan serta mendeskripsikan
suatu fenomena, keadaan yang ada secara jelas. Maka pada penelitian ini, peneliti
ingin menggambarkan dan mendeskripsikan terkait evaluasi penerapan program
CHSE di Wisata Bumi Kedaton Kota Bandar Lampung: kajian dampak dan
keberlanjutan pasca program. Kemudian peneliti ingin menganalisis informasi atau
data yang dikelompokkan sesuai dengan 6 (enam) indikator evaluasi kebijakan

publik menurut William N. Dunn untuk menarik kesimpulan.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dapat membatasi suatu lingkup yang akan diteliti sehingga
peneliti dapat menentukan keputusan tepat mengenai data mana yang diperlukan.
Pada penelitian ini, Fokus dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab secara

menyeluruh tiga rumusan masalah yang telah dirumuskan, yang meliputi:

1. Penerapan program CHSE di Wisata Bumi Kedaton, yaitu menggambarkan
proses pelaksanaan program CHSE sejak awal penerapan tahun 2020 hingga

pasca program di tahun 2022-sekarang. Fokus ini mencakup kegiatan
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sosialisasi, bimbingan teknis, pemenuhan protokol CHSE, proses sertifikasi,
hingga perubahan yang terjadi setelah tidak adanya pembaruan sertifikasi.
Faktor penghambat tidak dilanjutkannya sertifikasi CHSE, vyaitu
mengidentifikasi kendala dan alasan yang menyebabkan pengelola Wisata
Bumi Kedaton tidak melanjutkan proses sertifikasi CHSE menjadi SNI CHSE.
Fokus ini mencakup hambatan teknis, finansial, kurangnya pendampingan,
perubahan regulasi, serta menurunnya urgensi penerapan protokol kesehatan
di masa pasca pandemi.

Evaluasi penerapan program CHSE menggunakan konsep indikator evaluasi
kebijakan menurut William N. Dunn (2003) yaitu:

Efektivitas, yaitu melihat sejauh mana tujuan dari program CHSE dapat
tercapai di Wisata Bumi Kedaton Kota Bandar Lampung.

Efisiensi, yaitu mengukur perbandingan antara hasil yang dicapai dengan
sumber daya yang digunakan selama penerapan program CHSE di Wisata
Bumi Kedaton Kota Bandar Lampung.

Kecukupan, yaitu menilsi kemampuan program CHSE dalam menjawab
masalah yang dihadapi selama pandemi yaitu menjamin kebersihan, kesehatan,
keselamatan, dan kelestarian lingkungan di Wisata Bumi Kedaton Kota Bandar
Lampung.

Perataan, yaitu mengetahui manfaat dari penerapan program CHSE dapat
dirasakan secara merata kepada kelompok sasaran kebijakan yaitu Wisata
Bumi Kedaton Kota Bandar Lampung.

Responsivitas, yaitu mengetahui tanggapan kelompok sasaran kebijakan yaitu
Wisata Bumi Kedaton Kota Bandar Lampung terkait program CHSE.
Ketepatan, vyaitu menilai kesesuaian kebijakan dengan kondisi dan
permasalahan dilapangan yaitu sejauh mana program CHSE mampu merespon
kebutuhan dan aspirasi pemangku kepentingan kebijakan yaitu Wisata Bumi
Kedaton.
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Selain itu, fokus penelitian juga mencakup aspek keberlanjutan pasca program
seperti bagaimana bentuk adaptasi pengelola setelah tidak lagi mengikuti
sertifikasi CHSE secara formal serta dampaknya terhadap pengelolaan destinasi
wisata dan kepercayaan wisatawan.. Evaluasi penting untuk melihat dampak
jangka panjang dari program serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga standar
pelayanan wisata tanpa keberlanjutan sertifikasi.

3.3 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian, lokasi penelitian bertempat di Wisata Bumi
Kedaton dan Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung. Lokasi ini dipilih karena
Wisata Bumi Kedaton merupakan destinasi wisata yang telah menerapkan
program CHSE dan menjadi fokus penelitian untuk menilai penerapannya,

terutama pasca tidak dilanjutkannya sertifikasi CHSE menjadi SNI.

Selain itu, Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung juga menjadi lokasi penting
untuk pengumpulan data dan memperjelas terkait pelaksanaan dari sisi instansi
pemerintahan yang bertugas membina dan mengawasi penerapan program CHSE

di Kota Bandar Lampung.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan suatu data tentu memerlukan suatu teknik agar data yang
didapat sesuai dengan standar apa yang dibutuhkan. Menurut Sugiyono (2013)
menyebutkan bahwa jenis data berdasarkan sumbernya ada dua yaitu data primer

dan data sekunder:
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1. Data Primer
Data primer merupakan data dan informasi yang dikumpulkan langsung dari
tangan pertama, yakni data berupa hasil wawancara dengan informan juga dari
lapangan (observasi) ataupun dari instansi terkait. Data primer dalam
penelitian ini diperoleh dari Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dan
Wisata Bumi Kedaton. Data yang dikumpulkan merupakan hal-hal yang
berhubungan dengan proses penerapan, kendala dan dampak pada program
CHSE.

2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data dan informasi yang diperoleh peneliti dari
sumber yang sudah ada sebagai data pendukung yakni data literatur yang
mendukung data primer seperti buku, dokumentasi, dan sejenisnya dari
instansi terkait yaitu Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dan Wisata Bumi

Kedaton mengenai hal-hal yang berhubungan dengan program CHSE.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik
pengumpulan data kualitatif untuk memperoleh data yang benar dan akurat
sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian. Untuk itu teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin
melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti
dan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah
respondennya sedikit atau kecil (Sugiyono, 2013). Wawancara yang digunakan
dalam penelitian ini bersifat semi terstruktur (semistructured interview). Sehingga

peneliti menyiapkan daftar pertanyaan dan informan dimintai pendapat untuk
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menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Hal ini dilakukan sebagai sarana
untuk mengetahui informasi terkait program CHSE yaitu proses penerapan,
kendala dan dampak. Hasil dari wawancara menjadi data utama dalam penelitian
ini. Menurut Sugiyono (2013), informan adalah orang yang dijadikan sumber data
dalam penelitian kualitatif karena mereka dianggap mengetahui secara mendalam

mengenai permasalahan yang diteliti.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling,
yaitu teknik pengambilan informan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang
dianggap paling tahu tentang informasi yang diharapkan, atau sebagai orang yang
mengerti sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek yang diteliti.
Melalui teknik ini peneliti berkomunikasi langsung dengan narasumber, yaitu
Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dan Pengelola Wisata Bumi Kedaton.
Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan, guna mencapai
tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber secara langsung.

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

No. Nama Jabatan Tanggal Wawancara
1. Dirmansyah, ST., Sekretaris Dinas Tahun 2021 dan 28 Mei
MPSDA Pariwisata Kota 2025
Bandar Lampung
2. Octy Meydarti Gumay, | Staff Bidang Tahun 2021
SE Kepariwisataan dan

Ekonomi Kreatif
Dinas Pariwisata

Kota Bandar
Lampung
3. Dwi Ernawati Pengelola Wisata Tahun 2021 dan 27 Mei
Bumi Kedaton 2025
Husni Staff Wisata Bumi | Tahun 2021 dan 11

Kedaton Desember 2023
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Tabel 4. Informan Penelitian
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025.

2. Observasi

Menurut Marshall (1995) dalam Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa “through
observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to
those behavior”. Dalam Bahasa Indonesia berarti melalui observasi, peneliti
belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Sesuai yang dikatakan
oleh Nasution bahwa observasi merupakan sebuah dasar ilmu pengetahuan serta
fakta yang digunakan untuk memperoleh data penelitian (Sugiyono, 2013). Dalam
penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung penerapan

program CHSE di Wisata Bumi Kedaton Kota Bandar Lampung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan yang berupa informasi melalui penelitian. Teknik
dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data pendukung dalam penelitian,
misalnya gambaran lokasi penelitian dan struktur organisasi dan visi misi serta
sejarah dari yang diteliti. Metode ini dilakukan untuk memperoleh kajian pustaka
yang mendukung dalam penyusunan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi
dalam penelitian ini berarti, mengumpulkan data berupa dokumen atau laporan
yang menunjang penelitian yang berkaitan dengan program CHSE. Berikut adalah

dokumen yang diperoleh dari hasil penelitian:

No. Dokumentasi Substansi

1. | Rencana Strategis Dinas | Landasan  pembahasan  sasaran,
Pariwisata Kota Bandar Lampung | tujuan dan strategi Dinas Pariwisata
Tahun 2021-2026 Kota Bandar Lampung.

2. | Laporan Akuntabilitas Kinerja | Sumber daya pendukung anggaran
Instansi Pemerintah Dinas | dan SDM.

Pariwisata Kota Bandar Lampung
Tahun 2020-2024

3. | Foto Penerapan Program CHSE di | Penerapan program CHSE di Wisata
Kota Bandar Lampung Bumi  Kedaton Kota Bandar
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| | | Lampung.

Tabel 5. Dokumen yang diperoleh di lokasi penelitian
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

4. Studi Pustaka

Penelitian ini menggunakan studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara
mengambil data dan sumber informasi dari bacaan berupa literatur, buku dan
jurnal yang sesuai dengan fokus penelitian yang mendukung dan menjadi bahan

rujukan dalam penyusunan penelitian yang dilakukan.

No. Studi Pustaka

1. | Rencana Strategis 2020-2024 Kemenparekraf/Baparekraf.

2. Buku Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021.

3 Buku Tren Pariwisata 2022-2023.

Tabel 6. Dokumen Studi Pustaka
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan
Huberman. Milles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2013) menjelaskan
bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan
berlangsung secara terus menerus hingga memperoleh data jenuh. Model ini

menyatakan beberapa langkah dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data merupakan kegiatan dalam merangkum, menentukan hal hal yang
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan tema dan polanya
serta membuang data yang tidak perlu dan tidak sesuai dengan pokok pembahasan
(Sugiyono, 2013). Sehingga dengan melakukakan reduksi data, dapat

mempermudah peneliti dalam menemukan dan memberikan gambaran yang lebih
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jelas tentang pokok penelitian serta mempermudah peneliti mengumpulkan data
selanjutnya.

Dalam penelitian ini, peneliti merangkum data dari hasil wawancara, observasi
dan dokumentasi yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian yaitu evaluasi
penerapan program CHSE di Wisata Bumi Kedaton: kajian dampak dan
keberlanjutan pasca program. Hasil reduksi dijelaskan berdasarkan 6 (enam)
indikator evaluasi kebijakan menurut William N.Dunn (2003) yaitu efektivitas,

efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.

2. Penyajian Data (Data Display)

Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2013) menjelaskan “the most
frequent form of display data for qualitative research data in the past has been
narrative text” yang berarti, penyajian data yang paling sering digunakan dalam
penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Sehingga dengan
penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dalam hasil
penelitian.

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menggambarkan hasil
wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan penerapan
program CHSE di Wisata Bumi Kedaton Kota Bandar Lampung. Data tersebut
dijabarkan dengan mengikuti indikator evaluasi kebijakan menurut William
N.Dunn (2003) sehingga dapat dipahami bagaimana program ini dijalankan dan
dampaknya terhadap keberlanjutan pasca program. Penyajian data juga membantu
peneliti untuk menganalisis kondisi lapangan secara benar dan menarik

kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Menurut Sugiyono (2013) menyatakan kesimpulan dalam penelitian kualitatif

berpotensi dapat menjawab rumusan masalah yang ditetapkan dari awal
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penelitian, tetapi mungkin juga tidak dapat menjawab rumusan masalah yang
telah ada. Hal ini dikarenakan masalah dan rumusan masalah dalam penelitian
kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada
di lapangan. Namun apabila, kesimpulan yang dilakukan pada tahap awal
penelitian didukung oleh data berupa bukti yang valid serta konsisten saat peneliti
kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, sehingga kesimpulan yang
dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dipercayai. Dalam
membuat kesimpulan peneliti akan menyajikan data pendukung yang valid
sehingga kesimpulan akan kredibel.

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan menjelaskan penerapan program
CHSE di Wisata Bumi Kedaton Kota Bandar Lampung, dampak yang dihasilkan
serta kondisi keberlanjutan pasca program dengan menghubungkan hasil
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan didasarkan pada data yang
valid dan telah dianalisis, sehingga mewakili keadaan yang sebenarnya di

lapangan.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data berarti mengetahui validitas dari suatu data yang disajikan.
Menurut Sugiyono (2013), dalam penelitian kualitatif validitas ialah derajad
ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian atau data yang
sesungguhnya dengan data yang disajikan oleh peneliti. Sehingga dalam
penelitian ini yang diuji adalah data yang diperoleh peneliti. Untuk itu terdapat

beberapa teknik uji keabsahan data menurut Sugiyono seperti berikut:
1. Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data digunakan untuk menghasilkan adanya kepercayaan terhadap

data hasil penelitian yang dilakukan dengan cara triangulasi data. Menurut Susan
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Stainback dalam (Sugiyono, 2013) “the aim is not to determine the truth about
some social phenomenon, rather the purpose of triangulation is to increase one’s
understanding of what ever is being investigated” yang berarti tujuan dari
triangulasi bukan untuk mencari kebenaran mengenai fenomena, tetapi lebih pada
peningkatan pemahaman peneliti tentang apa yang ditemukan dalam penelitian.
Terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam triangulasi seperti triangulasi
sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini, teknik
triangulasi sumber digunakan untuk mengetahui kredibilitas data. Triangulasi
sumber yaitu mengecek data yang telah diperoleh dari sumber yang berbeda-beda
dengan teknik yang sama. Teknik yang sama berarti mengajukan pertanyaan yang

sama ketika melakukan wawancara kepada informan.

Triangulasi sumber pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan
informasi dari informan, seperti pengelola wisata bumi kedaton dan Dinas
Pariwisata Kota Bandar Lampung. Dengan membandingkan jawaban dari sumber
yang berbeda, peneliti mengecek konsistensi dan validitas data. Selanjutnya
triangulasi teknik dilakukan dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi
di wisata bumi kedaton dan dokumentasi yaitu foto yang berhubungan dengan
penerapan program CHSE. Cara ini digunakan untuk melihat kesesuaian

informasi dari berbagai teknik pengumpulan data.
2. Uji Transferability

Transferability digunakan agar pembaca dapat memahami hasil penelitian,
sehingga peneliti dalam membuat laporan harus memberikan uraian ataupun
penjelasan secara rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini
peneliti berupaya menjelaskan kondisi penerapan program CHSE di wisata bumi
kedaton Kota Bandar Lampung, dampak yang dihasilkan dan tantangan yang

dihadapi dalam menjaga keberlanjutan pasca program. Dengan penjelasan
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tersebut, diharapkan pembaca dapat memahami konteks penelitian secara

menyeluruh.

3. Uji Dependability

Uji Dependability dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan melakukan audit
atau pengawasan peneliti, terhadap keseluruhan proses penelitian oleh
pembimbing. Hal ini dilakukan dengan cara mengetahui bagaimana peneliti mulai
menentukan masalah atau fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data,
melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data dan membuat kesimpulan.

Keseluruhan proses penelitian ini harus dapat ditunjukkan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menjaga konsistensi dengan mencatat
setiap tahapan penelitian, mulai dari rumusan masalah, mengumpulkan data,
menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian. Proses ini dilakukan agar data
dan hasil penelitian tentang penerapan program CHSE serta keberlanjutan di
wisata bumi kedaton dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti juga menyimpan
dokumen pendukung seperti hasil wawancara, foto kegiatan dan catatan observasi
yang digunakan sebagai bukti bahwa proses penelitian telah berjalan dan dapat

dipertanggungjawabkan.
4. Uji Konfirmability

Uji Konfirmability adalah menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses
yang dilakukan. Dalam artian hasil penelitian merupakan fungsi dari proses
penelitian yang dilakukan, untuk itu hasil penelitian harus dapat disertakan proses
penelitian sehingga memenuhi standar konfirmability. Pada dasarnya uiji
konfirmability sama artinya dengan uji dependability, sehingga pengujiannya

dapat dilakukan secara bersamaan. Dalam penelitian ini, hasil yang diperoleh
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mengenai evaluasi penerapan program CHSE dan keberlanjutan di wisata bumi
kedaton dikaitkan dengan proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi
dan dokumentasi.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat
disimpulkan bahwa penerapan program CHSE di Wisata Bumi Kedaton berjalan
cukup baik pada awal penerapan. Pengelola telah mengikuti proses sertifikasi dan
menerapkan standar yang ditetapkan selama masa pandemi Covid-19. Namun,
setelah program selesai dan sertifikat tidak lagi diperpanjang, upaya keberlanjutan
program menjadi tidak optimal. Dari teori evaluasi kebijakan publik menurut
William N. Dunn (2003), dapat disimpulkan:

1. Efektivitas: Program cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran pengelola
akan pentingnya kebersihan dan keselamatan selama pandemi, namun
penerapannya menurun pasca-sertifikasi.

2. Efisiensi: Penggunaan sumber daya seperti tenaga dan waktu sudah optimal
saat program berlangsung, namun keterbatasan dana membuat keberlanjutan
tidak tercapai.

3. Kecukupan: Program cukup membantu saat pandemi namun belum
sepenuhnya memenuhi kebutuhan jangka panjang pengelola karena tidak ada
dorongan atau bantuan lanjutan dari pemerintah.

4. Perataan: Sosialisasi sudah merata ke semua pihak, namun penerapannya
menurun dan tidak merata setelah pandemi mereda.

5. Responsivitas: Program telah menjawab kebutuhan mendesak saat pandemi,
namun kurang menjawab kebutuhan pengelola dalam mempertahankan
standar pasca-pandemi karena tidak ada penyesuaian baru.

6. Ketepatan: sasaran program sudah sesuai, tetapi tidak dilengkapi dengan

strategi agar bisa terus diterapkan setelah pandemi berakhir.
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Secara keseluruhan program CHSE bermanfaat di awal, tapi tidak secara
berkelanjutan. Penyebabnya adalah minimnya dukungan setelah sertifikasi,
keterbatasan anggaran pengelola dan kurangnya kesadaran bahwa standar CHSE
seharusnya tetap dijalankan meskipun pandemi sudah mereda. Program CHSE
perlu ditindaklanjuti agar bisa menjadi bagian dari pengelolaan wisata secara

berkelanjutan.

5.2 Saran

1. Bagi Pihak Pengelola Wisata Bumi Kedaton sebaiknya tetap menjaga
penerapan standar CHSE dengan cara merawat fasilitas dan melakukan
evaluasi rutin.

2. Bagi Pihak Dinas Pariwisata sebaiknya memberikan pendampingan dan
pengawasan pasca-sertifikasi CHSE dan membentuk program pembinaan
berkelanjutan agar penerapan standar tetap terjaga.

3. Bagi Pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebaiknya
menyusun strategi lanjutan agar program CHSE bisa terus berkelanjutan
secara nasional. Strategi ini bisa meliputi penguatan aturan hukum dan
dukungan regulasi yang relevan agar pelaku usaha mau menjalankan standar
CHSE Kembali.
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